PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS ]BUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN TERPADY SATU PINTU
JI. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 02’!-3822968 Fax: 021-3841823

JAKARTA

" Kode Pos : 10110

~ SURAT IzIN PENELITIAN B
NOMOR:.. ..
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Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistery, Nasional Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Peraturan-Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 tahun 2014;

3. Peraturan Daerah Provinsi DKl Jakarta Nomor 12 T a‘iun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tanun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tmtang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Permohonan Dekan Fakultas llmus Ksm.-nlkasu Kampus Tercinta Institut limu
Sosial dan llmu Politik/lISIP Jakarta Nomor 1160/G/Vl/4_0' 5 Tanggal 12 Juni 2015;
Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian peIaP.,a,naan penelitian serta pengembangan
perlu diterbitkan Surat Izin Penelitian;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf a dan b, serta hasil -
‘verifikasi dan validasi Badan Pelayanan Terpadu Satu.Pintu Provinsi DK Jakarta, berkas
persyaratan adm:mstram surat izin penelman telah memenuhl syarat.
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Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi'DKl Jakarta, memberikan Sj,zrat Izin Penelitian kepada : - 5

1. Nama
2. No.KTP
3. Alamat
| ‘4. Pekerjaan -
Untuk melaksanakan Penelitian, dengan rincian sebagai berikut : R
a. Judul Penelitian : ‘ N

Tempat/Lokasi -
Bidang Penelitian
Waktu

Nama Lembaga

oop o

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan
dijadikan obyek jokasi;

2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wnlayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penehtlan yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;

4. Setelah pelaksanaan kegiatan dnmaksud selesai supaya menyerahkan hau.nlnya kepada Kepala Badan Pelayanan‘
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; :

5. Surat lzin Penehtlan yang diberikan dapat dlbatalkan sewaktu-waktu apabsia t:dak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk»dipergunakan seperlunya

Jakarta,

By

Tanda Tangan Eselon I
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Tembusan: : o ‘
Kepala Badan Kesatuan-Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta



